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ABSTRAK  Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi 

dan mewadahi usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka menggerakkan ekonomi 

kerakyatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan 

kemanfaatan umum maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan 

Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi Perusahaan 

Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap 

perusahaan daerah yang telah didirikan dapat diubah menjadi perusahaan 

perseroan daerah. 

 Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU 

No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 

Tahun 1992; PP No 54 Tahun 2017; Perda Kab Semarang No 10 Tahun 2019. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perubahan 

Bentuk Hukum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka 

Waktu Berdiri; Modal; Saham-Saham; Organ; RUPS: Pegawai; Tanggung 

Jawab Dan Tuntuan Ganti Rugi; Perencanaan Dan Pelaporan; Tahun Buku 

Dan Penggunaan Laba; Kerjasama; Monitoring Dan Evaluasi; Pembinaan 

Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan 

Penutup. 

CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 

Desember 2020. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah 

ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku 

sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. 



b. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17. 

 Selama Proses Penyesuaian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) belum 

selesai, maka : 

a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tetap 

beroperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

b. Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Aneka Usaha 

Serasi Kabupaten Semarang masih tetap menjalankan tugas dan 

wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Aneka 

Usaha Serasi (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi 

Kabupaten Semarang selama proses penyesuaian PT. Aneka Usaha Serasi 

(Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan 

kegiatan Direksi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) setelah mendapat 

pengesahan dari pejabat berwenang. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi 

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tetap 

menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir. 

 Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha 

Serasi Kabupaten Semarang menjadi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan 

Daerah ini ditetapkan. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten 

Semarang 

b. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Penjelasan : 6 hlm. 

 


